BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TERGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 2& TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
BOMBANA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1)
dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana
Strategis berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b perhu menetapkan
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana
Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286).




Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73,
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11.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;




Menetapkan

135.

16.

17.
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19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah. '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022;

Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan
Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonomi.

Bupati adalah Bupati Bombana.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi dan
Tenaga Kerja sebagimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya
yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses untuk menentukan kebijakan masa
depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagali unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah adalah suatu proses pemantauan dan
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis,
efisien, dan efektif,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati Bombana

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
untuk perode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja
adalah dokumen rencana perangkat daerah yang
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memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan

Kerangka Pendanaan adalah analisis
pengelolaan keuangan Daerah untuk
menentukan sumber-sumber dana yang
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana dan peningkatan
kualitas belanja dalam membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam
upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah
serta target pembangunan nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah
kesenjangan antara kinerja pembangunan yang
dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di
masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau  dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan ~ pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di
masa yang akan datang.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam janga waktu 5 (lima)
tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah/perangkat daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcame) program
perangkat daerah.

Strategi adalah langkah yang berisikan program-
program  sebagai  prioritas pembangunan
daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran.

Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis daerah/perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.
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Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPJMD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program
strategis daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
Perangkat Daerah untuk mengﬁaé;i?lkan keluaran
{output) dalam rangka mencapai hasil (uotcome)
suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak
dari kegiatan/program/sasaran sehubungan
dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam
bentuk keluaran (output), hasil (outcome],
dampak (impact).

Keluaran (outpufy adalah suatu produk akhir
berupa barang atau jasa dari serangkaian proses
atas sumber daya pembangunan agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai
atau dipertahankan pada penerima manfaat
dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan  berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin
diubah berupa hasil pembangunan/layanan
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

Musyawarah perencanaan  pembangunan
yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah
forum antar pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana pembangunan
Daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum
sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan
Daerah untuk merumuskan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah kabupaten.
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(1)

(2)

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang
wilayah.

Rencana  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
memuat potensi, masalah lingkungan hidup,
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatifiuntuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan
Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Pembangunan berkelanjutan adalah wupaya
sadar dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
kedalam  strategi pembangunan  untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten @ Bombana  Tahun = 2017-2022
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yvang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu
di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat
daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
(2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatifi Renstra
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancanngan awal;

C. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

=

fensira It nas Transmigrasi dan Tenago Ketjo Kabuaten Bormbana 2017-2012 | 1




Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan
RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan
Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan
proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka
menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.
Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2017-2022
berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022,
Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan
Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana tahun 2020 dan
Renja Tahun 2021, dan 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017 -
2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

=]

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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11.

12.

13.

14

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang

18.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
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Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

19. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor
49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dalam penyusunan Perubahan
Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2020 dan
Renja Tahun 2021, dan 2022.

Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada
RPJMD;

2. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan
operasional tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna
mendukung visi misi kepala daerah;

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan

evaluasi.

1.4, Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
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1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB 1l PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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BABII

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. adalah Dinas
Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang transmigrasi

dan ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga
Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan,
pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta
pengelolaan informasi di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

h. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);

i. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan
kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga

pelatihan kerja swasta;
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Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

. Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam

pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta

Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja
serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan
kesempatan kerja kepada masyarakat;

Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke
luar negeri kepada masyarakat;

Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing
(IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu)
daerah kab. /kota;

Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
dengan ruang lingkup operasi daerah kab./kota;

Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama
Bipartit di perusahaan,;

Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial,

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan
perusahaan.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebagai
berikut :
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1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja,

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas,

memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan

ketatausahaan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

kegiatan UPTD.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pada

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di bidang ketatausahaan, kepegawaian,

perencanaan, program dan keuangan, dengan fungsi :

a.

b.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hukum, organisasi,hubungan masyarakat, serta kearsipan dan
dokumentasti;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretariat Terdirl Dari :

a. Sub Bagian Keuangan; Merencanakan kegiatan pengelolaaan penatausahaan

keuangan pada dinas transmigrasi dan tenaga kerja.

b. Sub Bagian Program dan Data; Merencanakan penyusunan program dan

anggaran pada dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

3. Bidang Transmigrasi

<y
e

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan, pembangunan

permukiman transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
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. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi,
penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi,
penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan,
pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,
pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi,
penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi,
pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,
pengembangan sosial;
. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan
potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan
permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja
sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan,
pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan
pertanahan transmigrasi;
. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi
kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan
permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan
kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan,
pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan
pertanahan transmigrasi,
. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan
transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama
kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan
usaha, pengembangan social budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Transmigrasi terdin atas :

Seksi Penyiapan Pemukiman Dan Penempatan Transmigrasi

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Sosbud

Seksi Sarana Prasana Dan Penyerasian Lingkungan
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3.1 Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi
kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan
kerja sama antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan,
perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana
kawasan, perencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan
tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, dan dokumentasi
penyediaan tanah, penyiapan dan evaluasi iahan permukiman, penyiapan dan
evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman,
kelayakan permukiman, penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran

dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi.

3.2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan
permodalan, kewirausahaan, pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan,
fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan
masyarakat, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan

masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah.

3.3. Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan
kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan
kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan
kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana, pengukuran bidang tanah,
pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan

pertanahan.

4. Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja,
informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta produktivitas tenaga

kerja dan perluasan kerja.
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Dalam melaksanakan tugas Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

1. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia
lembaga pelatihan kerja swasta;

. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;

. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;

. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;

. Menyiapkan calon pencari kerja pelatihan kerja;

S bW N

. Membuat konsep pemantauan dan evaluasipelaksanaan pelatihan

kerja;

-]

. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana;
8. Pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan
perantaraan kerja;
9. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
10. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan
penerbitan perpanjangan IMTA;
11. Memantau dan mengevaluasi perpanjangan IMTA,;
12.Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian
informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
13. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi
pasar kerja kepada pencari kerja dan pernberi kerja;
14. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
15. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas :
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi
Pasar Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta,
b. Seksi Pengembangan Instruktur Dan Pelatihan Tenaga Kerja;

c. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.
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4.1 Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi

Pasar Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta;
Mempunyai tugas Mengumpulkan bahan  informasi regulasi bidang
pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; Merencanakan  pelaksanaan
sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja
swasta; Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan
kerja; Merencanakan penyediaan  sarana dan  prasarana pemberian
informasi pasar Kkerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan
perantaraan kerja Merencanakan  sumber daya manusia pemberian
izin lembaga penempatan tenaga Kkerja swasta; Menyusun kesiapan
sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan
tenaga kerja swasta; Menyusun Kesiapan sumber daya manusia untuk
pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; Memantau dan

mengevaluasi perpanjangan IMTA.

4.2 Seksi Pengembangan Instruktur Dan Pelatihan Tenaga Kerja;

Mempunyai tugas Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
Menyiapkan program pelatihan; Menyiapkan sarana dan prasarana;
Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; Menyiapkan calon pencari
kerja pelatihan kerja; Membuat  konsep pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pelatihan kerja.

4.3 Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Mempunyai tugas Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; Menyiapkan
sumber daya manusia bidang konsultansi produktivitas; Melaksanakan
pemantauan peningkatan produktivitas; Menyiapkan sumber daya manusia
bidang pengukuran produktivitas; Menyiapkan data dan metode pengukuran

produktivitas; Merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas.

5. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang persyaratan kerja,
pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan

pengusaha serta penyelesaian perselisihan.
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Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi :

a. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota;

b. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensiperselisihan di perusahaan,;

c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga
Kerja Sama Bipartit di perusahaan;

d. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan
di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial terdiri atas :
a. Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial;
b. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5.1 Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial
Mempunyai tugas Menyiapkan sumber daya manusia yang mernahami
aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
Menyiapkan bahan dalam rangka  membentuk kelembagaan di
perusahaan melalui PK, PP, PKB clanlembaga kerja sama Bipartit; Membuat

konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten /kota.

5.2 Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial
Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan
jaminan sosial tenaga kerja; Menyiapkan bahan  pengembangan sistem
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; Menyiapkan penyusunan
bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota clan sektoral; Menyiapkan

bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.
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5.3 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas Menyiapkan sumber daya manusia yang memaharni
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Menyediakan
sarana dan prasarana

dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Melaksanakan
pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan pencegahan dan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara
operasional di lapangan.
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan
Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas.
3. Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

2.1.2, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

@i

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan
Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Bombana, struktur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Keuangan

2) Sub Bagian Program dan Data

3. Bidang Transmigrasi, membawahkan :

1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya

3) Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan
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4, Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja,
membawahkan :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi

Pasar Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta

2) Seksi Pengembangan Instruktur Dan Pelatihan Tenaga Kerja

3) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

5. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial, membawahkan :
1) Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial

2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial

3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bombana berjumlah 24 orang, laki-laki 14 orang dan perempuan 10

orang. Dari jumlah pegawai di atas terdiri dari satu orang pejabat struktural eselon

I1/a, Eselon Ill/a satu orang, jabatan eselon IlI/b berjumlah 3 orang, dan yang

menduduki jabatan eselon IV/a sebanyak 7 orang. Staf/pelaksana sebanyak 12

orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Menurut Eselon

No. Jabatan Eselon Jumlah
1 | Kepala Dinas II.b 1 Orang
2 | Sekretaris l.a 1 Orang
3 | Kepala Bidang I11.b 3 Orang
4 ggg?;z Sub IV.a 2 Orang
S | Kepala Seksi IV.a 5 Orang
6 | Staf - 12 Orang

Jumlah 24 Orang

Pegawai Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Bombana didominasi oleh

golongan III, sebanyak 16 orang atau 66,66% dari jumlah seluruh pegawai, yang
disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Menurut Golongan

Y

»

MNo. Golongan Jumlah
1 | Golongan IV 4 Orang
2 | Golongan III 16 Orang
3 | Golongan II 4 Orang
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No. Golongan Jumlah

Jumlah 24 Orang

Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Daftar Pegawai Menurut Pendidikan

No. | Pendidikan Jumlah
1 8.2 2 Orang
2 S.1 18 Orang
3 SLTA 4 Orang

Jumlah 24 Orang

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Bombana berpendidikan S-2 sebesar 8%, S-1sebesar 75% dan
SLTA 17%.

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1182
us.1
SLTA

Grafik 2.1,

Data Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan
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2.2.2. Gedung dan Perlengkapan Aparatur

Bangunan Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana berdiri di atas lahan yang luas tanah seluruhnya 2.500 m?, terdiri dari 2
(dua) Gedung. Gedung utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretariat,
ruang serbaguna/ruang pertemuan, ruang bidang transmigrasi, ruang bidang
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, ruang bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial, ruang bendahara, kantin, ruang bursa kerja online (BKOL), Kamar
Mandi/WC seluas 440 m?; bangunan kedua digunakan untuk gudang seluas 54 m?,
yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Gedung / Bangunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
No. Gedung/bangunan Luas Keterangan
1. | Gedung Utama 440 m? 1 Lantai
Ruang Kepala Dinas 1 Ruang
Ruang Sekretariat 1 Ruang
Ruang
serbaguna/ruang I Ruang
pertemuan
Ruang F)ldal"lg 1 Ruang
transmigrasi
Ruang bidang
pendidikan dan 1 Ruang
pelatihan tenaga kerja
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No. Gedung/bangunan Luas Keterangan

Ruang bidang
hubungan industrial 1 Ruang
dan jaminan sosial

Ruang bendahara 1 Ruang

Ruang kantin 1 Ruang

Ruang bursa kerja

online (BKOL) 1 Ruang
Kamar Mandi/WC 3 Ruang
2. | Gedung Dua 54 m? 1 Lantai
Gudang 1 Ruang

Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan pejabat Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1 {satu} unit, kendaraan dinas operasional roda dua
sebanyak 9 (sembilan) unit.Perlengkapan inventaris lainnya sebagai penunjang
kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas, antara lain meja, kursi, lemari,

brankas, komputer, printer, mesin tik, dan perlengkapan lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan merupakan perangkat daerah yang
melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan

transmigrasi. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja menunjukkan suatu
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prestasi bagi OPD yang harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Terhadap
target kinerja yang belum tercapai harus ditelaah faktor-faktor apa saja yang
menyebabkannya, sehingga dapat dilakukan pemilihan strategi yang tepat dalam
mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya. Kinerja pelayanan
bidang transmigrasi dan tenaga kerja dan dapat dilihat pada beberapa tabel di

bawah ini.
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Tabel. 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan

Fungsi .
Perangkat NSPK IKK Indikator Tahun ke-

Target | Target Target Target Renstra Perangkat Daerah

No Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

Daerah Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

i 2 3 4 3 6 7 8 2 10 i1 i2 i3 14 13 16 i7 18 19 20

Peningkatan
1 | Nilai Predikat BB BB BB A A C B - - - 100% - - - “
SAKIP

Menurunnya

2 | Angka Setengah 45,69% 41% 38% 33% 30% 42,17% 45,69% - - - 100% - - - -
Penganggguran

Persentase

Pekerja Rentan
3 | yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91,58% - - - 100% - - - -
Mendapatkan
Perlindungan
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Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

Anggaran Pada Tabun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rasic Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rata-Rata Pertumbuhan
Uraian
1 2 3 4 5 1 H 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasl
1 F) 3 4 ] 4 7 & 9 19 11 12 13 I4 13 Id 17 I8

BELANJA 1.554.840.515 1667.000.000 . . - 1.533.728.626 | 2.417.783.851 . . . 96,17% 90,66% - . - 852.368.105 | 790.302.498
LANGSUNG . . .. . i . . A u 4 N E v J (] .. . .. .
Program Pelayanan
Administrasi 682.335.248 7652.357.000 . - . 650.730.0%6 725.276.107 - - - 9537% 05,14% - - - 288.938.650 275.201.241
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Surat-Menyurat " 1.000.000 - - - 1.000.000 - - - - 100% - . - . 200000

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber 15 440000 15.701.000 - - - 12.781.396 - - - £2,78% % - - - 6.228.200 4977731

. - 12.107.257
daya air dan listrik

Penyedinan jnsa

pemeliharaan dan _ R N _ . . _ -
porizinan kendarasn 4.700.000 4.400.000 921.000 2700 850 19.60% 51,59% - - 1.820.000 726170

dinas/cperasional

Penyedinan jasa
administrasi 123.680.000 116.041.000 - - - 123,680,000
keuangan

108.121.000 b - - 100,00% 93,17% - - - 47.944.200 46.360,200

Penyedizan jasa
kebersihan kantor, . - - ? N

peralatan kebersihan 32410.000 31.560.000 : 31.533.000 31,066,000 . 97,29% 98.43% . . 12794000 | 12.519.800
dan bahan pembersih

Penyedizan alat tulis

Kastoc 31.820.000 30.000.000 - - - 31811000

30.000.000 - " - 99,97% 100,00% - - - 12.364.000 12 362 200

Penyediaan barang
cetakan dan 18.399 133 21.363.000 - - - 18.389.100 - - - 99,95% 100,00%% - - - 7952427 7.950.420

21.363.000
penggandaan
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Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tshun ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahuan ke Rata-Rata Pertumbuhan
Uraian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 P4 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 i r s 6 7 8 9 10 1 12 13 M 15 1 1”7 8

Penyediaan bahan
bacaan dan peratusan 14.000.000 11.189.000 - - - 13.990.000 11 130,000 - - - 99,93% 99,47% - - - 5.037.800 5.024.000
perundang-undangan 130
d‘;i“f;:ﬁ:ﬂ“’“"m‘“ 31,000,000 35.745.000 - - . 31.000.000 35,735,000 - . - 100,00% 99,97% - - - 13.349.000 13.347.000
Penyediaan Jasa
Administrasi 111,800 000 105,500,000 - - - 87.917.600 B2 186 000 - - - 78.64% 77.90% - - - 43.460.000 34.020.720
Perkantoran . 186,
1}2‘;¥:f;9”" fasa 15.000.000 20.000.000 - - - 15.000.000 20,000,000 - . - 100,00% 100,00% - - - 7.000.000 7.000.000
‘Rapat-rapat
koordinasi dan 284.087.115 169.858.000 - - - 283.707.000 369,858,000 - - - 99,87% 100,00% - - - 130.789.023 | 130.113.000
konsultasi 88
Program
;n':ﬁ::::ni‘"“ 216,895,867 190,834,000 - - - 216.155.132 190,199,554 - - - 99,66% 99,67% - - . 81.545.973 81.270.937
Aparatur
pengadaan
Kendaraan 21.000.000 63.000.000 - - . 21.000.000 2.5650.000 - . - 100,00% 99,29% - - - 16,800,000 16,710,000
dinas/operasions 550,
Pengadaan
perlengkapan gedung 1.500.000 - - - 1.500.000 - - - - 100,00% 0,00% - - - 300.000 -
kantor
;&i‘;’m&m’m 18.000.000 12.000.000 . - - 18.000.000 12000000 - . - 100,00% 100,00% - - - 6.000.000 6.000.000
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Anggatan Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rats-Rata Pertumbuban
Uraian
1 2 3 4 [ 1 2 3 4 L] 1 2 3 4 § Anggaran Realisasi
1 2 3 L) k) ] 7 & 9 FL I 1z 13 e i5 5 17 8
Pengadaan mebeleur 13.500.000 16.720.000 - - - 13.500.000 16.720.000 - - - 100,00% 100,00% - - . 6,044,000 6.044.000
Pengadaan 26.000.000 - - - - 26.060.000 - - . - 100,00% 0,00% - - - - .
Komputer
Pemelikaraan
nitin/berkats gedung 15.475.000 17.385.000 - - - 15.475.000 - - - 100,00% 100,00% - - - 6.572.000 6.572.000
17.385.000
kantor
Pemeliharaan
ratin/berkela
Xendaruan 61.000.000 69.404.000 - - - 60.260.132 £9.219.554 - - - 98,79% 99,73% - - - 26.080.800 25.895.937
dinas/cperasional
Pemeliharaan
Perlengkapan 1.750.000 - - - 1.750.000 . - - - 160,00% 0,00% - - - 350.000 #VALUE!
Gedung kantor
Pemeliharaan
Peralatan Gedung - 3.500.000 - - - 3,500,000 - - - - 100,00% - - - #VALUE!| 700.000
kentor
Pemeliharaan
ntin/berkala 2.670.867 8.825.000 - - - 8.670.000 - - - 99,99% 100,00% - - - 3499173 3.499.000
2 825.000
Komputer
Rehabilitasi
sedang/berat gedung $0.000.000 - - - - 50.000.000 - - - - 100,00% 0,00% - - . ¥VALUE! #VALUE!
kantor
Program
peningkatan disiplin 21.000.000 36.750.00C - - - 21.000.000 26.750.000 - - - 100,00% 100,00% - - - 11.5%0.000 11.850.000
aparatur B
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Anggaran Pada Tahun ke Realiszsi Anggaren Pada Tahun ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rata-Rata Pertumbuhan
Uraian

1 2 3 4 ) 1 2 3 4 ] 1 2 3 4 ) Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 [3 7 8 v I 1 n 13 FL 1] I 17 18

Pengadaan pakaian
khusus hari-hari 21.000.000 36.750.000 - - - 21.000.000
tectenty

36,750 000 - - - 100.00% 100,00% - - - 11.550,000 11.350.000

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparsiur

0 15,000.000 - - - - - - - 100,00% - - - £.000.000 3.000.000

25,000,000

Bimbingan tekna
implementasi

. 5 . ) i
peraturan perundarg- 25 000.000

25.000.000 - - - - 100,00% - - - - £.000 000

Program

Praingkaian . R . . N N ; . 6 784,800
Kapusitas Sumber 1] 9.319.000 - - £.774.000 - 94,15% 1.863.800 1.754.

Daya Aparatur

Penyusunan laporan
capaian kinerja dan . . . N R
ikhtisar realisasi 9.319.000 - - - 8774000 - . 94,15% 1.863.800 1.784.000
kinerje SKFD

Program
pengembangan

wilayah 20.000.000
transmigrasi

. . . . . - - - . 182, 051,400
11.760.000 20.000.000 115,257,000 100,00% 99,57% 27.182.000 | 27.081

Monitaring,
Evaluasi, dan 20.000.000 35.000.000 - - - 20.000.000
Pelaporsa

. . . - - . 11.000.000
35.000.000 100.00% 160,00% 11.000.000

Penjajakan dan

Identifikasi Calon o,
- 100 (0 - - - - - - - - - - . 49220
Lokasi Trensmigraai 25.000.000 24 610.000 98 44% 22.000

Ban

Penyelenggaran ) i i . i .
Pengukuran Lahaa - 53 760.000 - - - 55 647.000 - - - 99,80% 11.129 400

Program
Peninghatan

1 s - . - - 665,
Kualitas dan 51.526.700 57,000,000 - - - $1.326.700 £7.000,000 - - . 99.61% 100,00% 21.705.340 21.665.340
Produktlvitas

Tenaga Kerja

Pendidikan dan

pelatiban ketrampilan 36 526.700 37.000.000 - - - 36.526.700 37.000.000 - - ~ 100.00%, 100,00% - - - 14.705.340 14,708,340
bagi pencari kena Rt
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Cralan

Anggaran Pada Tahun ke

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke

Rata-Rat Pertumbuhan

z 3

2 3

2

3

4

Anggaran

Realisasi

3 4

& 1

ie

I

12

i

I4

15

16

17

18

Monitoring, evaiuasi
dan pelaporan

15.000.000

20.000.000 -

14.800.000

20.000.000

98,67%

100,00%

7.000.000

6.960.000

Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja

47.476,700

46,650,000 -

45,709,700

55,529.000

9623%

98,32%

22.825.340

22.247.740

Pelayanan Angkatan
Kerja (AK)

47.476.700

56.650.000 -

45.709.700

65.529.000

96,28%

98,32%

22,825 340

22.247.740

Program
Transmigrasi lokal

12,000,000

11.998.000

99,99¢%

0,00%

3.399.600

Penyuluhan
transmigrasi Jokal

18.000.000

17.998.000

99,99

0.00%

Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

537.608.000

1.366,200.000 -

228.807.000

1.159.868.200 -

98,36%

84.71%

381.361.000

337.735.040

Peningkatan
PEDGAWASAD,
perlindungan dan
penegakkan hukum
terhadap kesciamatan
dan kesehatan kerja

454.780,000

453 .200.000

99,6T%

0.00%

90 940.000

Peslindungan dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

1.270.000.000 -

1.062.239.200

£1,64%

254.000.000

212.447.840

Penyediaan Posko
Pengaduaan

34330000

44.247.000 -

33.090.000

44.175.000

96,39%

99.84%

15.715.400

15.453.000
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Anggaran Pads Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun he Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rats-Rata Pertumbuhan
Uraian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisnsi
! 2 3 ¥ 5 [ 7 8 ? ¢ 11 12 13 i 15 16 17 18
Pendatasn Ke
- - - - . - - - - . 545,601 .515.60
Pecusahaan 22.775.000 24.953.000 22.775.000 24.803.00C 100,00% 99.40% 9.545.600 9.51 3]
Pendataan Wajib
Lapor 25 800000 30.000.000 - - - 19.742.000 28.651.000 - - - 76,52% 95,50% - - . 11.160.G00 9.678.600
Ketenagakerjaan R
Program
perencanaag . _ . . - - - o, - - - 6.826.00 6.826.000
perbangunan o 34.130.000 o 34.130.000 100,00% 826.000
dacrsh
Pesyusuhan Renstra - - .
OPD - 34.130.000 - - - - 34.130.000 - N - i 100.00% - )
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence
Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan,
baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu
organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal
dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi
organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya
organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan
tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka
akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka

menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara
intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu
diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi
ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana akan tetap eksis dan mampu
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
secara optimal di Kabupaten Bombana.
Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “
Analisis SWOT ” (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT ini
secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa lingkungan
internal dan eksternal. Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities,
threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dapat diidentifikasi sebagai
berikut :

2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam
organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor
lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur

kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen,
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keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal

akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths}

1. Tersedianya Peraturan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, yang memberikan
kewenangan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

2. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017-2022;

3. Tersedianya Dukungan Anggaran dari dana APBD maupun APBN;

4. Tersedianya SDM yang memadai;

5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai;

6. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian,;

7. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan secara
sinergi;

8. Tersedianya data yang menunjang kegiatan;

b. Kelemahan (Weakness}

1. Masih adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan
teknologi yang berkembang

2. Kurang profesional dan optimal penguasaan personel organisasi,

3. Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap Dinas;

4, Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran;

5. Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana;

6. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai;

7. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;

8. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan
dengan baik]);

9. Masih adanya ketimpangan dalam beban tugas / kerja dan tumpang tindih ( over

lap } dalam penerapan tupoksi antar unit kerja;
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10. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal

antar personal, Seksi dan Bidang;

2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL

Merupakan faktor — faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun

tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek

ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan

memberikan “peluang® (opportunities) tapijuga memunculkan “tantangan® ({threats).

Adapun faktor eksternal Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a.

1.

Peluang {Opportunities)
Adanya dukungan politis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan

DPRD;

. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam

pelaksanaan program,

. Hubungan industrial yang cukup kondusif , tanpa gejolak ketenagakerjaan yang

berarti;

. Hubungan dan interaksi dengan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi

Swasta dan Pakar/Ahli;

. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta;

6. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang;

7. Forum-forum koordinasi, Workshop dan mediasi yang menjembatani dengan baik
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antara Distransnaker Kabupaten Bombana dengan pelaku, masyarakat, pekerja

dan serikat buruh;

. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain (adanya perubahan

paradigma dalam sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasianj;

. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

. Ancaman ( Threats )

. Tingginya angka pengangguran,

. Krisis Global,

. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;

. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;

Ronaion hpas o osinigrast dan Tepaga Kerio Rabaoaren Bombono 200207602 32




6. Kurangnya koordinasi antar lembaga;

7. Masih adanya calo tenaga kerja yang berkeliaran dan masih rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap mekanisme antar kerja dan prosedur yang benar dengan
ditandai banyaknya kasus TKI illegal;

8. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan.

A iind
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BAEB II1

PERMASATAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2017- 2022 disusun
berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan
kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Bombana,
selanjutnya bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten
Bombana Tahun 2017 - 2022, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja
pelaksanaan urusan Kketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga dapat
teridentifikasi berbagai permasalahan umum da khusus yang diangkat menjadi
agenda atau prioritas pembangunan tahun 2017-2022, dari sejumlah isu dan
permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis dengan kriteria sebagai berikut :
1. Cakupan masalah yang luas
2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak

negatif
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Beberapa permasalahan di Kabupaten Bombana yang perlu ditangani di
tahun 2017-2022 berdasarkan pendekatan Urusan Pemerintah Daerah, yang
menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Laporan SAKIP belum
memenuhi kriteria
Kemenpan RB

Nilai SAKIP dengan

1 Nilai Predikat Sakip predikat CC
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
. . Kurangnya informasi
;‘;!ngkat Kemiskinan Angka Setengah lowongan kerja dan
i Kabupaten
Bombana sebesar Pengangguran rendahnya
45,69% skill / keterampilan pencari
0 p
11,06% Kerja
2 Pekerja rentan yang
Il;f;ig; atkan Pendataan yang dilakukan
\cap di lapangan belum
perlindungan maksimal
jaminan sosial
ketenagakerjaan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.2.1. Visi

Visi untuk lima tahun kedepan adalah merupakan visi lanjutan untuk
periode kedua, sehingga pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah
merupakan kelanjutan dari periode lima tahun sebelumnya. Namun demikian tentu
strategi dan arah kebijakan akan berubah sesuai dengan permasalahan peluang dan
tantangan yang akan dihadapi serta pencapaian target yang telah dicapai pada
periode pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan kondisi
daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu
strategis, maka Visi pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode kedua
adalah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam periode kedua
sehingga visi adalah merupakan kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya

yaitu :

“« MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)
TAHUN 2017-2022 ”

Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari
suatu keadaan masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman,

sejahtera dan berbudaya.
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1. Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-
hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan
kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional
(kepedulian sosial).

2. Berkeadilan; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam
menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum,
hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan
serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.

3. Aman; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial,
politik dan ekonomi.

4. Sejahtera ; terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, sehat, damai
dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi
kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

5. Berbudaya; menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana
yang agamais, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu
pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

Dengan demikian kesejahteraan yang ingin dicapai dalam lima tahun
kedepan adalah upaya untuk melanjutkan terpenuhinya hak dasar masyarakat
berupa kemudahan akses pendidikan,

kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan
terciptanya lapangan kerja yang memadai sehingga dapat terwujudnya peningkatan
kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat. Kendatipun kita sadari bahwa
pembangunan yang berhubungan dengan hak dasar masyarakat seperti
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi telah banyak dilakukan
pada periode sebelumnya tetapi masih banyak hal yang perlu dilanjutkan untuk
periode selanjutnya.

Visi Kabupaten Bombana tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan
Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu®
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2013-2018 yaitu “Mewujudkan Sulawesi Tenggara sejahtera, mandiri dan
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berdaya saing tahun 2013-2018”. Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat

digambarkan sebagai berikut :

1 VlSl Pembangunan Nasmnal 2015 2019

“Terwujudn_;a Indonesia 1 Jang Bcrdaulat Handiri dan i
Bcr kcpribadian Berlandaskan Gotong Ro Jong

 Visi Pembangunan Sulawesi Tenggara 2013-2018:

3 “I Icwujudkan sulawesi tenggara sejahtera, mandiri dan
,, _ S berda Ja saing tahup 2013 20;8_?’ '7

e i“! DI T

VlSl Pembangunan Bombana 2017 2022

“ Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 201 7-
'2022” _ L

Gambar 3.1. Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD Sulawesi Tenggara, dan RPJMD
Kabupaten Bombana

Visi masyarakat Bombana yang lebih sejahtera selaras dengan visi
pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan Sulawesi Tenggara
sejahtera, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran
masyarakat. Visi lebih mandiri selaras dengan visi nasional
mandiri dan visi Sulawesi Tenggara mandiri yang berarti dapat memberdayakan
potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi
lebih berbudaya selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong
royong dan visi Sulawesi Tenggara berbudaya, dimana budaya yang ada di
masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada kepribadian bangsa yang
mengutamakan sifat kegotongroyongan. Visi terintegrasikannya sistem e-
government adalah merupakan alat untuk menuju masyarakat Bombana yang lebih

sejahtera, mandiri dan berbudaya.
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3.2.2. Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan
visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun
untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis,
baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk
memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai
perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Bombana
selama 5 tahun ke depan adalah:

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan untuk
mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan kondisi
pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat
melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin
kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk menciptakan
suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan
menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung
pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan
perikanan /kelautan sebagai andalan utama.

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas
intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor
pendidikan dan kesehatan.

5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;
dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen
dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan

budaya lokal.

Perat s pos Troaneangrast dan Tenamy Ko Sabuaten Bomoana 0ty Dol | 38




Untuk mempercapat tercapainya visi yang diimplementasikan dalam misi,

maka diperlukan sebuah strategi untuk mempercepat pencapaiannya. Strategi yang

digunakan Pemerintah Kabupaten Bombana diberi nama “Gerakan Membangun
Bombana Dengan Ridho Allah SWT” atau disingkat GEMBIRA.
Strategi GEMBIRA berisi tujuh program utama, yakni:

e

¢

1. Gembira Desa / Kelurahan dan Kecamatan yakni mengalokasikan anggaran

pembangunan desa / kelurahan sebesar Rp500 juta dan kecamatan sebesar
Rpl,5 miliar / kecamatan.

Sebagai sebuah strategi percepatan dan penajaman program strategis,
GEMBIRA menempatkan 2 (dua} poros pendekatan yang penting, yakni
pendekatan alokasi anggaran belanja yang proporsional antara belanja yang
dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD} dan belanja yang dikelola
langsung oleh masyarakat. Perubahan pendekatan ini, didasari oleh sebuah
orientasi yang kuat untuk memperbesar peran pengelolaan langsung oleh
masyarakat, dan secara simultan re-orientasi posisi OPD dari yang selama ini
bersifat “penyedia” (provider) ke posisi “memampukan / memberdayakan”
(enabler}.

Sejalan dengan penguatan poros pendekatan pertama, maka poros
pendekatan berikutnya adalah pendekatan pengembangan wilayah, dengan
memposisikan desa, sebagai “pusat pengembangan”. Desa adalah entitas
yang dianggap riil sebagai satuan wilayah yang memiliki sumber daya alam
dan sumber daya manusia (masyarakat} serta perangkat sosial (social capital}
yang memadai untuk dikembangkan, disamping itu adalah suatu kenyataan
bahwa sebagian besar mayarakat di Kabupaten Bombana hidup di wilayah
perdesaan.

QOleh karena itu GEMBIRA Desa adalah suatu gerakan kesadaran untuk
membangun Desa sebagai basis-basis entitas sistem sosial yang mandiri
dengan potensi “kantung-kantung produksi” yang kaya. Diharapkan, dengan
bergairahnya sistem sosial, yang diccrminkan adanya kepercayaan (trust}
diantara masyarakat, sistem kepemimpinan dan mekanisme pengambilan
keputusan kolektif yang efektif, maka dapat diharapkan bangkitnya kapasitas
produksi desa, yang pada gilirannya akan membutuhkan jaringan sistem

pelayanan dan informasi.
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Pada kondisi tersebutlah, dibutuhkan peran Wilayah Kecamatan, yang
dapat menjadi regulator dan fasilitator dalam pelaksaaan strategi yang

dimaksud.

. Gembira Pengetasan Kemiskinan (Taskin)

GEMBIRA Taskin bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di
Kabupaten Bombana yang saat ini berjumlah 16.561 KK atau 12,72 persen
dari jumlah seluruh kepala keluarga (Data Tim Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah / TPPKD tahun 2015) menjadi S persen pada tahun 2022,
Pemerintah Kabupaten Bombana mengalokasikan anggaran minimal S (lima)
persen dari total APBD setiap tahun selama lima tahun untuk pengentasan
kemiskinan. Program ini langsung menyasar pada kriteria kemiskinan mikro
berdasarkan kategori miskin menurut Badan Pusat Statistik yakni:

Dari 14 kriteria miskin versi BPS, terdapat 4 (empat) kategori yang berkaitan
dengan rumah, yakni:

. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;
. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester dan

. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah

tangga lain.

Kondisi perumahan masyarakat Kabupaten Bombana sebagian masih
memprihatinkan. Data Dinas Perumahan Kabupaten Bombana 2017,
terdapat 9.100 unit rumah tidak layak huni dari keseluruhan rumah 32.328
unit.

Salah satu program dari GEMBIRA Taskin adalah program bedah rumabh.
Dalam 5 (lima) tahun Pemkab Bombana akan membedah 6.445 rumah atau
70,8 persen dari seluruh rumah tidak layak huni.

Bedah rumah besar-besaran ini dilaksanakan mulai dari Desa dengan dana
GEMBIRA Desa masing-masing 3 (tiga) rumah setiap desa per tahun, dana
GEMBIRA Kecamatan masing-masing 30 rumah / tahun dan Pemda melalui
Dinas Perubahan 200 rumah per tahuan. Jadi total rumah yang dibedah per
tahun 1.289 unit.

Program GEMBIRA Taskin lainnya adalah pemberian jaminan hidup sebesar
minimal 2,4 juta per jiwa per tahun atau Rp200.000/bulan bagi orang tua

jompo, janda, anak yatim piatu, orang cacat (sudah tidak bisa bekerja dan
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hidupnya bergantung dari orang lain) sebanyak 2.820 jiwa. Kegiatan ini akan
mengatasi kemiskinan pada kriteria 8,9 dan 10 yakni : (8) hanya
mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; (9) Hanya
membeli satu stel pakaian baru dalam setahun dan (10) Hanya sanggup
makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;

. GEMBIRA Terang

Progam GEMBIRA Terang merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi
kemiskinan kriteria 5 (lima} yakni penerangan rumah tangga tidak
menggunakan listrik.

. GEMBIRA Kerja

Pemerintah Kabupaten Bombana pada lima tahun ke depan berkonsentrasi
membantu pekerja khususnya pekerja mandiri yang merupakan bagian dari
pekerja informal. Pekerja mandiri sebagai tenaga kerja di luar hubungan kerja
pada umumnya belum mendapatkan perlindungan dengan baik dan
diperburuk dengan sebagian besar berpenghasilan di bawah Upah Minimum
Provinsi (UMP).

Yang dimaksud dengan pekerja mandiri adalah seseorang yang dalam
menjalankan usaha kegiatan ekonominya hanya dilakukan sendiri tanpa
dibantu orang lain, seperti Nelayan, Tukang Ojek, Sopir, petani, atau pekerja
Hasil Hutan.

Data BPS Kabupaten Bombana 2016 Jumlah angkatan kerja di Kabupaten
Bombana 69.409 dari jumlah penduduk 164.809. Sektor pertanian
merupakan sektor yang memiliki tenaga kerja paling besar yakni 40.653 atau
58,57 persen dari seluruh tenaga kerja.

GEMBIRA Kerja berintikan pemberian Jaminan Sosial bagi pekerja beresiko
tinggi, yaitu; Nelayan, Tukang Ojek, Sopir, Buruh lepas, Tani, Tukang atau
Pekerja Hasil Hutan yang memperoleh pendapatan di bawah Upah Minimum
Provinsi (UMP). Target GEMBIRA Kerja adalah 6.000 pekerja dalam 5 tahun.

. GEMBIRA Sehat

GEMBIRA Sehat adalah program yang memberikan jaminan kesehatan gratis
kepada masyarakat miskin Bombana melalui program Jamkesda dan
integrasi Jamkesda ke jaminan kesehatan nasional (JKN).

. GEMBIRA Sejahtera

Program GEMBIRA Sejahtera adalah sebagai berikut :
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b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga
kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang
mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim
ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :

0 Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja
Bersama
(PKB});

0 Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (H]);

1 Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala
upabh;

0 Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam

dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan,

dengan indikator kinerja sasaran strategis :
1 Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
0 Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hokum ketenagakerjaan;
0 Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.
f. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,
ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan
indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit BPK.
g. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian.
h. Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayanan perencanaan, penelitian
dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat
dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan

pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan

ketenagakerjaan oleh pengguna.
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Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bombana Berdasarkan Renstra K/L

Permasalahanj

Pélayax_lan

Kompetenm dan
daya saing tenaga

kerja masih rendah

tenaga kerja

2 Peningkatan
kualitas

Pelayanan

penempatan dan

pemberdayaan
tenaga kerja
3 Penciptaan
hubungan
industrial
yang harmonis
dan
perbaikan iklim
ketenagakerjaan
4 Peningkatan
perlindungan

tenaga

belum optimalnya
pengelolaan

asi pasar kerja

masih tingginya
permasalahan/kasus
yang dialami oleh
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siap

bersaing
terbatasnya
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masih
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Renst'rég . Pelajvanan . Penghambat Pehdorong

_K_émentéti?n . o '
Ketenagakerjaan .

l'c'eljar, o pék'erjé kﬂﬁéunya . bekerjé ke luar
menciptakan TKI negeri

rasa keadilan di luar negeri
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dunia usaha dan

pengembangan

sistem
pengawasan

ketenagakerjaan

3.3.2. Renstra Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
bahwa Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi merupakan salah satu unit teknis yang melaksanakan dan
bertanggung jawab terhadap program dibidang pembangunan ketransmigrasian.
Dalam pencapaian sasaran kinerjanya, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi mendelegasikan sebagaian
kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota
yang mendapat Dana Tugas Pembantuan untuk melakukan sebagian
pekerjaan /kegiatan.

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi selama lima
tahun adalah:

a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di
kawasan transmigrasi seluas 975.750 Ha untuk 72 Satuan Permukiman (SP)
pada 144 Kawasan.transmigrasi;

b. Melakukan pengurusan dan pemeliharaan areal HPL transmigrasi;
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Penyediaan tanah transmigrasi melalui penyediaan tanah untuk

permukiman, usaha, saranana dan prasarana, Sertifikat HPL, dan

Identifikasi dan penataan pertanahan;

. Melakukan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan:

1. Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan Transmigrasi

2. Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

3. Advokasi Kawasan.

4. Fasilitasi Penetapan Kawasan.

5. Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah

. Melakukan Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi,

dengan rincian :

1. Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)

2. Penyusunan Rencana Satuan Permukiman (RTSP)

3. Penyusnan rencana pembangunan sarana dan prasarana

4. Penyusunan Perencanaaan Pengembangan Masyarakat.

Melakukan pembangunan permukiman transmigrasi dengan rincian:

1. Pembangunan RTJK

2. Pembangunan Fasilitas Umum

3. Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)

4, Pembangunan jalan

5. Pembangunan jembatan

6. Pembukaan lahan

. Melakukan penataan persebaran penduduk setempat serta perpindahan dan

penempatan transmigran pada kawasan transmigrasi sejumlah + 3,5 juta KX,

melalui kegiatan:

1. Penduduk setempat yang difasilitasi melalui penataan persebaran

penduduk setempat

2. Penduduk yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya ke kawasan
transmigrasi

3. Pelatihan calon transmigran

. Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan

pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi, dengan indikator

pencapaian sebagai berikut:

1. Program dan anggaran untuk setiap satuan kerja

2. Pelaksanaan anggaran dan pelaporan
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3. Sarana dan prasarana kerja bagi 6 Satuan Kerja

4. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi

5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
Dari sasaran strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Tertinggal tersebut di
atas, tidak ada pengaruh terhadap pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bombana, karena tugas dan fungsi bidang transmigrasi hanya
melaksanakan pembinaan potensi kawasan transmigrasi, pembangunan

pemukiman transmigrasi, pengembangan usaha dan sosial budaya.

3.3.3. Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi

Sulawesi Tenggara

Rencana startegis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penterjemahan dari RPJMD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, khususnya yang berkenaan dengan Misi -1
yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia” serta Misi-2 “Pembangunan
Ekonomi”, Hal ini terkait dengan 2 (dua) urusan yang menjadi kewenangan Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi 2 (dua)
urusan wajib, yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu ketenagakerjaan,
dan satu urusan pilihan yaitu ketransmigrasian.

Sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Tenggara guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :

1. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja:
a. Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan hubungan
industrial serta pengawasan ketenagakerjaan
2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja
dengan indikator kinerja :
a. Persentase fasilitasi tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
b. Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk
mengakses kesempatan kerja
3. Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang
layak dengan indikator kinerja:

a. Jumlah lokasi transmigrasi baru yang dibangun
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Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Provinsi Sulawesi Tenggara

. ‘Sasaran Strategis o _
‘To. _Renstra D;inas ' Permasalahan | | " Faktor ;
» Transmigrasi dan _Pélayanan - Penghambat Pendorong
Tenag?l _Kerja '

| ProvinSi iSujlawe:si

Tenggara __
"1 Meningkatnya  Belum
hubungan maksimalnya
industrial yang Komitmen
harmonis pengusaha untuk
menerapkan UMK
bagi
pekerja/buruh
2 Meningkatnya belum optimalnya Terbatasnya
partisipasi pengelolaan tenaga
angkatan kerja, informast pasar Fungsional
dan penyerapan dan sarana
tenaga kerja prasarana
pendukung
3 Terwujudnya Terbatasnya lahan
kawasan calon lokasi
transmigrasi transmigrasi baru

menjadi tempat
tinggal dan usaha
yang layak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajlan Lingkungan Hidup

Strategis
Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
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Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, dan disesuaikan
dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bombana tidak ada keterkaitan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan OPD, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, serta telaah renstra K/L dan renstra OPD Provinsi, maka
dapat ditarik kesimpulan untuk penentuan isu-isu strategis pelaksanaan
tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut :

1. Permasalahan kepemilikan lahan, tata batas lahan dan tumpang tindih
lahan masih teridentifikasi sebagai penghambat dalam penyelenggaraan
pembangunan ketransmigrasian;

2. Masih terdapat setengah pengangguran di Kabupaten Bombana
sebanyak 45,69%;

3. Penempatan tenaga kerja yang masih cukup rendah, baik disektor
formal maupun sektor informal;

4. Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah yang menyebabkan
rendahnya penghasilan para karyawan atau tenaga kerja dan pekerja
informal;

5. Pekerja rentan yang belum mendapatkan perlindungan jaminan social
ketenagakerjaan

6. Hubungan industri yang belum cukup harmonis sehingga sering terjadi

perselisihan antara karyawan dan perusahaan/managemen.
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BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang
telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, maka
Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dalam pencapaian misi IV:
“Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” . Hal ini
terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Bombana yaitu urusan wajib Tenaga Kerja dan urusan pilihan
Transmigrasi. Adapun sasaran RPJMD yang diakomodir Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Bombana adalah “Menurunnya Angka Kemiskinan”.
Selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang pada RPJMD
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bombana menetapkan tujuan jangka menengah : Menurunkan Angka

Kemiskinan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran jangka menengah

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi adalah adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja,

2. Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan.
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tabel. 4.1

Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

di Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
No Tujuan Sasaran Tujflnan;{saat:;ran Tahun Ke -
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mewujudkan
Pelayanan .
: - Peningkatan
] | Birokrast Nilai Predikat
yang Bersih SAKIP
dan
Akuntabel
. Hasil Evaluasi
Meningkatnya .
Akuntabilitas SAKIP [‘)mas-
Kinerja Dinas Transmigrasi
T . : dan Tenaga BB BB BB A A
ransmigrasi .
Kerja oleh
dan Tenaga
Keri Inspektorat
ja Daerah
; | gk g
Kemiskinan Kemiskinan
Meningkatnya
Perluasan Presentase
Kesempatan Angka Setengah | 45,69% | 41%| 38% | 34%| 30%
Kerja bagi pengangguran
Pencari Kerja
. Persentase
I;Ie?;.;nﬁ ztnai a Pekerja Rentan
b iPekeg' yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rag na Mendapatkan
entan .
Perlindungan
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BAB V
STRATEG! DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting
dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta
memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja tahun 2017-2021, maka ditetapkan strategi sesuai masing-masing
misi antara lain sebagaimana tersaji secara dalam tabel 5.1.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode
Renstra tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji secara rinci dalam tabel 5.1.

Sebagaimana berikut ini

Tabel. 5.1
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera {(Munajah) Tahun 2017-2022

Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan Meningkatnya Meningkatkan Pelaksanaan workshop
Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Implementasi implementasi
Birokrasi yang Dinas Transmigrasi dan | Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Bersih dan Tenaga Kerja Kabupaten | Dinas Transmigrasi dan| yang didampingi oleh
Akuntabel Bombana Tenaga Kerja Inspektorat Daerah dan

Kabupaten Bombana Provinsi

Misi 4 : Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan Sasara Strategi Arah Kebijakan
Menurunka Meningkatnya Memberikan Pemberian Pelatihan
n Angka Perluasan Kesempatan | Pelatihan Kerja dan keterampilan /kompete
Kemiskinan Kerja bagi Pencari Informasi Lowongan nsi dan produktivitas

Kerja Kerja bagi Pencari tenaga kerja dan
Keria informasi keria
Meningkatnya Memberikan Membuat Peraturan
Perlindungan bagi Asuransi Bupati Tentang
Pekerja Rentan Ketenagakerjaan Asuransi
Kepada Pekerja Ketenagakerjaan Bagi
Rentan Pekerja Rentan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program
dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten
Bombana. Setiap program dan kegiatan memiliki indikator yang merupakan
gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bombana berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mendukung visi misi Kepala Daerah dan disusun berdasarkan estimasi dan

ekspektasi hasil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra.
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Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bombana

Indikator
Kinetja
Tujuan, Data Capaian
UnK Kerja Peranghat
Urusan/Frogram Sasaran, pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode dan Keglatan Program Awal Kondisi Kinerja pada akhir Daerah J::L';'“""g Lokast
(outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 perlode Renstra Perangkat
dan Kegiatan Daerah
(output)
target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 . s $ 7 ] ] 0 1 1] 13 " 15 .
Non Urugan
Perserdama
193,103, | Progran Pdwansn admixdsirast Dinas Teavemigras! dan
o1 o) ;ﬂlillllr: v vang 100% 750.419.000 100% 799.410.000 100% THRAI0.000 100% 2.270.2%0.000 Tanegakeda Runibta
M
Kantor Dissa
1.13.1.1201 Panyediaan jssa aurat- Aeriah Surat Dinas Tranarmigrani dan Tanaga | Traramigras
o0 o8 o s 00 br 2.000.000 400 ibr 2000000 40 br 2.000.000 K0kr 6.000.000 Yoin ol
Karja
Rexaning yang Kentor Dinea
Peryadiam jesa dbayarsan untuk a
B30 1 domunkes mberdya | nahomunias) 12 Bin 22000000 12Bn 72000000 1280 22,000,000 2 Bin 65 .000.000 Ondn Tronarigrad canTarmga | Trarerigesd
. air dan Iairik surber daya s o Kaq":g!
dan bstrh
Payedasn jas Kantor Oinas
3.08.30801. pemeliharasn dan Juniah kercirsan . Dinas Transmigrasl dan Tanaga Teas anigronl
e o barchrean Srrpueiond 9 unt 14wt 2600000 16 unit £000.000 1Bunit £:000.000 18 unt 18.000.000 K 4on Teraga
Fartor dinasfopad sisonal Karja
. Porsantaza . Kanior Dinas
3‘8‘1‘ - gf"g : m s :'W"'"“" 100% 100% 120,000,000 100% 120000000 100% 120,000,000 100% 350.000.000 KDL?: Tranaigras) don Tanaga T;uTmn
kesangen Kada
Torsodianya jasa
Ponyedinan jaas kabarsihan kanict Kanior Dinas
30836201, keberalban kantor, dan parslatan Dinsa Tranarmiprasi dan Tenaga Transmigras
01.61 0B paralatan kabasinan Kabernion kanlor “8op 4808 2410000 %08 3.410.000 4|08 32.410.000 808 87.230.000 e s
Kanior dan bahan Kada
pamharsih
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Indikator

Kinerja
Tujuan Data Capaian
. Unlit Kerja Perangkat
Urusan/Program Sasaran, pada Tahun
rah
Tujuan Sasaran Kode dan Kegiatan Program Awal Kondisl Kinerfa pada aknir | Daersh Pensnggung | - Lokas!
(outcome} Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 periode Renstra Perangkat
dan Kegiatan Daerah
{output}
target target Rp target Rp Target Rp
1 H 3 4 ] [] ? L] 0 1 12 13 " 15 ]
b T A Kantcr Divan
308.30809 Ponysdiaan nist eraadianya Ast Dinan Trnamigraal dan Tanaga Teanamigrasi
g iaid ek furipelans 12Bn 12 Bin 27.000.000 128 27.000:000 12 Bl 27.000.000 12 Bin 81,000,000 Kerln T
Karja
Kanior Dinaa
ckaan b Torwncianya Larang N
33‘::"“&:’1‘ f’.:.'..?":.,u.. e cefaikan dan 12bin 1280 16:500.600 128 1,500,000 12Bin 19.500.000 1280 50.500.000 E;:’T""""W“‘“T"“‘ Tronsmigrad
_0t. rdasn penggandaan Kujama
acdaen bahan . Kantor Dinss
308 30t | L Tersadanyabeben 12Bn 12Bn 12000000 1280 12000000 1280 12000.000 1280 36,000.000 Dinea Tranamigrad don Tonaga | Tranamigras
01.01.15 bacasn eparatw Karja dan Tenaga
perundwg-undengan Kacia
" Aanior Dinaa
30830801, Porech san makanan din Torsackanya makan bn [inas Tranamigraal dan Tanaga Transmigras
o1 ooad! poand 12bin 2 5000000 12kin 3.000000 12bin 35,000,000 12 105000000 Kot aon Toonge
Karja
308.30801. | Ponyedemn Jasn Tesadimya oz a o 1350900 Dan Tmamigrad don s | Temrgred
PR o e Faartoran | 3iniarad 12Bn 128in 113500 128 18n 413500.000 23 340,500,000 Pl i
perkantoran Kerja
| O Kantor Dinas
308 30801 FParyadian Jasa Tersadianya jau % Trasamigras dan Tenaga Transmigras
o ki nebthas 12Bn 12bin 20000000 12 bin 20,000 000 12bin 20,000,000 2bin 50.000.000 Py o Tonage
Kearja
Teripkaananys
. Koordnms den Kankor Dinas
308.3.0801 Rapstzpal koordnzd Kersultasi Dines grasi dan Tanaga ix
i oarh :: mu waman | 1 Tahun 350,000.000 1 Tahn 360,000.000 1 Tatun 360.000.000 { Tatun 1.050.000.000 Ko T
kegistan |uar den Keta
dolam cheran
3.030.114;01 . Fasantase
N Progran Paningkdian habutuhan sarana
Sargna dn Prassrana dan prasara 100% 001.500.90¢ 100% £41.500. 080 100% 81,500,000 100% 1.744.500.000
Aparpkir spandur yang
twpanubl
)
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Indikator
Kinerja
Tujuan, Data Capaian
Unit Kerja Peranghat
Unisan/Program Sasaran, pada Tahun
r n Lohast
Tujuan Sasaran Kode dan Kegiatan Program Aval Kondisi Kinerja pada akhir Daersh ;m‘)‘gg“ g | Lokas
(outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 periode Renstra Perangkat
dan Keglatan Daerah
(output)
target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 4 s ! 1 [ [ © 1 12 i “ 15 15
Berlambshrys Kontor Dinaa
30830801 Pong; ] Dinas T igraal dan Tanaga T g7
0100 0 Ao . 10wt 4wt 84,000.000 duntt £4,000.000 4ot 84,000.000 4wt 252,000,000 i i Tt
roda i o2
Tertaknsnanya Kentor Dinas
308.3.08.01. Pangadaan peraiatan Pengadasn Dinan Trenamigraat dan Tenaga Transmigras
000 iy 1 Phet 261000000 t Pakat 25,000,000 1 Pakat 25.000.000 1 Paket 75.000.000 Kotfa don Teromgn
Kantor Ketja
Kantor Dinsa
Terlakssnenya ) 0
20820801 | pargatasn mevsteur Pengadain 1Pakat 20,000,000 1Paket 20,000,000 { Pakat 20.000000 § Pekot 80000000 Dinea Traneigrasl dan Tenega | - Tronar
-02. Mabelewr Kartor el anaga
Keria
Kantor Dinay
308.3.0801. Jumiah Pengadasn . ! Dinea Transmigrasl dan Tensga Trensmigranl
0108 ot Pengadsan Komputar Kompein Burh Junit %.000,000 Junit 30,000,000 3unt 30.000.000 Ju 90.000.000 Kot don Terom
Kesia
Terisksaranya Kentor Dinsu
BO8-20601. | Permmeen Peongiep st 1 Pakat 16,000000 1Pkl 15.000.000 1 Pakat 15000000 1 Paket 45.000.000 E:'l’: Tranmigrasdan Tarega | Trare b
Kanior Keria
Pormekharasn Kantor Dinsa
3.04.3.00.00 Gadung Kantor Dinma Transmigr asl dan Tenaga Transmigras
0oLz m“mr:eksuwdm Tmpotha 1280 12 B 20,000.000 12 Bin 2.000.000 1260 20,000.000 12Bn 80.000.000 Katja dan Tenga
Kerja
Kantor Dinas
Pamelihar san Kandaraan dnas N . N .
e '3‘208‘&’ | ntvbenalakendasan | Jgpersakonal 128 128n 70.000.000 12 70:000.000 128 70000000 128 210,000,000 m’: Tranariyrad dan Torags | Transnupes
' dines/cporasonal tepalihera m:ﬂ
Pemaiharazn Pat Kentor Dinse
308.30801. futinberkala Dinas Trangmigrasi dan Tenaga Tranenigras
Fy apan gedng ke 12Bn 128 5.000000 128 5.000.000 12Bhn 5.000.000 12 Bln 15.000.000 Kt P
kantor terpatthara Karia

o

enstra Dinas Transmiy

}

eraca Keria Kobuaten Bombans 26717




Indikator

Kinerja
Tujuan, Data Capaian
Unit Ker]a Perangkat
Urusan/Program Sasaran pada Tahun
Tujuan 11 ' a
J Sasaran Kode dan Keglatan Program Awat Kondis! Kinerja padaakiir | D2ersh Peniggung | - Lokaal
{outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 20 Tahun 2022 periode Renstra Peranghat
dan Kegtatan Daerah
{output)
target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 H ) " s 3 7 s ’ 10 1 12 " " 13 18
3 3mm0r. | PO Peralatan gadung 26 1280 5200400 1280 5000000 1280 5000000 1260 16.:000.000 Ol Travarigresi dan Tanaga :::'?:
[N gedg horkr kentor terpakhart " e AR Yooy den Tonaga
Keia
Kardor (inas
306.30801 . Pomafhurain Kormputer kanter Dinsa Transmigrad dan Tansgh Trenaigrasi
Pt Pk Kerputer phiiohon 1280 12 Bn 7.500.000 128 7500 000 12 Bin 7.500.000 12 Bin 22500000 i Phelelicing
Kerja
Kantor Dinsa
308, 30801, Rehabilitasi sedang/barat Gading kankr Dinsa Tranamigrad dan Tenaga Tranamigras
R e or e + Pakat 300.000.000 5 Pokel 300.000.000 { Pakat 300,000,000 1 Paket $00,000.000 Yara ong dor Toraga
Kerja
Paraonisas
poningkatan
;“;'a“‘ - | Proeaes eenogkatn Wapasitas vumbnr 100% 100% 2000000 160% 82000000 100% #2000.600 100% 100.006.000
i pién 3¢ iy a ap aatur
yang tarpenahl
308.30801. | Pargadsan pakaisn et 1 Pakot 000000 1 Pakal s2000.000 1 Pakat #2000 000 1Pakat 186,000,000 Dinaa Tranerigraet dan Tanaga :ﬁ"lﬁ::
0%.03.05 Khesus hari-hari tertaniy L"M A . M Karja dan Tenaga
oty K
Perniniasa
Prognan Peningkatan aingkatan
LRLIROL | e kas Bumber Daya it an sumbiar 100% 100% 2008000 0% 0000 1oo% 24000000 100% 75,000,000 Dinaa Transrigeaal dan
01.05.03 Aparatit dinyd aple stue Tonaga Kela
yany tarpenichi
g . Kartor Dinaa
Birrbingan isknia Juniiah Aparatix "
TIBARNL |t pdtsan | yarg menghu forag 2 Crang 25000000 2 Grary 200000 200y 25000000 2 0rang 75,000,000 Dinas Transirigrad dan Tenaga | - Tromsmigens
o1.05.03 ki i ki Kerja dan Tanaga
[
Parsontata
Program paninghatan kehutuhan
A pelagocan uu:.m Finetfa o apalin 1o0% 15.000.000 100% 15000.000 To0% 15.000.000 1oou 45,000,000
kinarja dan keuangan Kuuangan yang
tacpenubl
Renstra Dinas Tronsmicroasi dan Tenacs Kera Kebooten Hombana 2017-2022 1 87
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Indikator

Kinerja
Tujuan, Data Capaian
Unit Kerja Perangkat
Urusan/Program Sasaran, pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode dan Kegiatan Program Awal Kondisl Kinerja pada akhir Daersh Jt::’.;"“""g Lokasi
{outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pericde Renstra Perangkat
dan Kegiatan Daerah
(output)
target Rp target Rp target fp Targst fp
1 H 2 ] [ [l 7 ] [ 10 " 12 1 1 18 10
Ferynaunan laporan LAKIP, LECD dan i Karttor Finu
et PromsefoniiatreiiO b I 3 Dolurmen 15000000 2 bokumen 16,000,000 3 Dokumen 16.000.000 2 Dokumen 45000000 E‘.’:;: Tranermigrsa den Vanaga lecideg
960 tapat waktu Kerja
Parvantese
4033801 | Program Paningkalan i 100% 18,000,600 100% 18,006,000 100% 15,600,000 100% 48.000.000
4] Sislpn Perencanasn mnn
tinghat OPD
7 Kartor Dinsa
IR | e rkacrp | it 3 Dokumen 15000000 3 Dokurnan 1500000 3 Dokurnan 15.000.00 3 Dolurmen 45000060 e T fon Tonaga | e
Kerfa
m‘:‘f("“" » gt 11,00% 2,50% 5% o "™
Maningkainya , aogha
Purluiisa anisa
ma:‘mplnn Karia P::glnu:nn 00 080% 0.b% 0.50% 0.50%
Ragl Pencad Karja
Persantasa Angha
Satangah o A% u% W W%
Pengangguian
Urusan Wajlb
Bukan Pelayanan
Dasar
Urusan
Ketenagakerjaan
Renstra Dinas Transmigrasi dom Tonsga Kergs Kabanten Bombana 200172022 | 58
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Indikator

Kinerja
Tujuan, Data Capaian
Unit Kerja Perangkat
Urusan/Program Sasaran, pada Tahun
rah Penanggun Lok
Tupan Sasaran Kode dan Kegistan Program Awe! Kondisl Kinerja pada akhir Daerzh J':mb agung okes|
{outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 periode Renstra Perangkat
dan Kagiatan
{output)
target Rp targot Rp target Ro Target Rp
1 2 3 4 s [ 7 il 1 10 11 12 13 14 15 1
Progrem Paningkatan Parventass
201.30001, Kusiita# don Pesnria Pelntifan
or 18 b Teraga Pt Koa g 100% 22303000 100% 184.801.000 100% 189.206.000 100% 357.23.000
Kern berkualias
Jumiah pesaria T
Pondicikan can peletihan yang Pancidkan athebar 58
“.‘.1‘;‘1I . I:SDGDT e + oy 2 Kelompok (40 50.000000 1 Kelempok (20 2,000,000 1 !(ug:c)l 20 X.000.000 [} Kol:rpu;c [C.] 120000 000 m: Trenymigrasl den Tenaga
: Kerla ketr apilen bagl Crang} Crang) 9 " ""““Mr ‘__"
pancar karjn
201.308 ey 40 20 ¢ 4 20 Dinaa T a dan | Terscbar 38
01.304D1 . yong mengiub 2 Kekampok [ 1 Kok | 1 Kelopok (20 Kekompok i a Transmigra wnage
o B0 Prisiw Kowrmasiown | oreee) 53 006,000 ke 35,000 000 plkn 35.000.000 po 1230% 000 Kore Kabupatn
kepuirmmahasn Bortwm
Jumish pesaria s
201.30801. | Polatwh Beinsis yeng menghul 3 Kelompok {60 2 Kalompok {40 2 Kalorrpok (40 7 Kelompok {140 Dines Trenémigradl dan Tanage LK
01,15 08 Kermpatans Paistihan berbasis Orang) 70.000.200 Orery) BAS61.000 onng 84.964.000 Crang) 199 822000 Keria et ane
kempalensi
201.30801, | Monioing Emivasicn | Jumish Dokumen 2 Dokumen 50,000,000 1 Dok 30000.000 + Dokumen 34245000 4 Dokumen 14245.000 Dics Taarigrm o Tanmge | 50N
01.15.08 Prispoian Manew 000, urrien 0 245 2454 Kerin p i
Posantase
201.30481. | Pemgren Peningkatan Fergs Korjadan 0% 132 356,000 Fo 97432000 ™ 10412 000 s 33 40008 Dinta Tranemigeatt dan
.18 Ksswnpaten Ketja P ko : b - 0. Tonage Karja
Kinempatan Karja
Kantor Ongs
201 30401 Prolayanan Akl (Kartu Jumish pancen Dinas Trensmigras dan Tenaga Treamig sl
o T8 Pauiivt e oo Ferter 1500 0g 70,000,000 1500 g 80,000,000 1500 g 2412.000 4500 oang 152412,000 Ko o Toe
Keria
20130801 . Jurmial panceri kerja Dinay Tranemigreal den Tensga Kecamuian
poib i Bursa Kerioiiob Far o e 1000 org 62.356:000 1,000 org 37,892,000 1000 ¢rg 38.000000 3.000 erg 136,248,000 Korin Rotrn
Renstrd Dings Transmigrost dan Tenacs Kerja RKabuaten Bombana 2017-2022 | 59
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Indikator

Kinerja
Tujuan, Data Capatan
Unlt Ketja Perangkat
Urusan/Program Sasaran, pada Tahun
nggun Lo
Tujuan Sasaran Kade dan Kegiatan Program Awal Kondisl Kinerja pada akhir Dasrah J':::n:b ggung kasi
(outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pericde Renstra Perangkat
dan Keglatan Dasorah
(output)
target Rn target Rn target Rp Target Rp
1 2 2 [ s [1 7 ] ] 1 " 12 13 " " l']
Pernanisan
Meninghatnys Paketja Rentan
Parlindungan Bag! Yang 100 W% 0% 100% 100%
Pekerja Rartan MemLapatcan
Perlindungan
Parsariase
Pregram Pacindungan
Puriindws gan dan
20040 | Dnguntanon Pengamtangan 0w 1280498000 1o 2 24,00 100% 27300 100% 2148280000
Laibaga
Katansgahajomn Kbaringor] i
Jumiah Wantor Dinae
201.3.0801. Paryaciasn Poska BuruhvKaryswan Dinas Transmir anl dan Tanapa Traramicpas
17.00 Pengaculin sl 20 ong 20000000 2 orang 20.000.000 20 0nmng 20.000.000 20 orang 60.000.000 i dan Tarag
pengaduen Kera
Jumigh perisshann Kortor Dinas
Paryaciaan Blangho
""011'73":%“‘ " | Weplapar yang mambedich 50 pacusshasn 20,496 000 50 peruashaan 21.000 00 50 peruashean 21,000,000 50 perusshsan £2 496 000 2';1": Tranamigasl dan Tenega Ln:ﬂmm’
K edanagakanm . Koria
Jamiah Tanaga . Toaruba a8
2'0‘1'73'23'01' ::r‘: :J;* ¥ 1 Kerja Asing dan 1.000 orarg 10.000000 1,000 orang 1.782.000 1,000 orang 11,283,000 1200 orang 32566000 E‘;‘;’ Tracamigradiden Teewga | oy oaven
' Lokl yang tercas Bamtena
Jumnish Dokumen Kantor Dinea
Peryusunan Ferasturan .
2.01.3.0801, Rancangan Dinsa Trararmigras! dan Tenaga Transrmigesal
714 ﬁmum Tanage Reguias T 1 Dokesman 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 16.000.000 3 Dokumen 30.000.000 Kerja dan Tanaga
o Teruga Kerja Keda
Jumish tenaga kecje
Perfindingan das yang rdaftar Torsslan ot
TOLIWEO 1 soen ot ol jrmivan s00tay 200,000,000 8300 870000006 8000 org 63,502,000 80%0erp 2963 2000 s Tromrigosl 2an TaM08 | Katupotn
N pstanalisode, st posigd Boirbara
kel onagakeraan
Urusan Pillhan

1
ol

siidan Tenaca Keria

i

LI ¢ . . LI
Lahtaten B
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Indixator
Kinerja
Tujuan Data Capaian
B Unit Kerja Perangkat
Urusan/Program Sasaran, pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode dan Keglatan Program Awal Kondisi Kinerja pada akhir Daerah Jl::‘:b"“""" Lokasi
{outcome) Perencanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pariode Renstra Perangkat
dan Keglatan Daerah
{output)
target Rp target target Rp Target Rp
] H ? 4 ] ] ? [ * " I ] 7] ] "
Urusan
Ketransmigrasian
20130, :m.. anWiayan | LustLahan f5Hs #60.833.000 H0Ha 0.503.000 40 Ha BA58000 00 Ha 1.159,432400
01.15 Tm,m: Transmagrast - ! ! R
3 kasl st dokren Traraigrasl dan T o
08.308.01. Penjajakanfidantf [Cinga Tra Bnaga ahnorm,
M5 o embon okt Hranamgiaal :m‘ 1 Dodumen 0000000 1 Dokurnen 25.000.060 1 Dskurman 26000000 1 Dokuman B2.000.000 Kaja Poloing te
Runizs
: . Rcors Xovas 7 & don T ﬁ“
093080 | Rercara Kawmen Rencana Kewsn e 350,000.000 1Lok 254000000 1Lok 254000,000 1Lk #56.000.000 Dinas Traamigras don Tensga | - Rebeara,
RN Tranamigrasi T (RKT) Kere Poleang don
namigre [
Ztna
308.3.0801. Monitoring Evaluasi dan Samlsh Dokumen Dinag Tranargras dan Tenaga | Kabaana,
2416 11 4 \ 1 Dokumen 20000000 1 Dokumen 20000000 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 50.000.000 Karla P "o
Rurrbis
3 i Dinaa T don T iﬂ
08 30801 ransmiras ok riaa Transmigrani anaga skmona,
o1 1501 i mﬁ":g 100 48 30.000.000 100 bk 20000,000 100 20773000 100 ks 10.773.000 Kona Proistee dan
poryuiuhan Rumniza
3 Diness T W dart T e
0830801, Serficasl Lahan Lot Lahan rensmigra anage Kabaans,
o180 i Frpet 12Ha 30.893000 12 Ha 20.853.000 12 Ha 28 883,000 12Ha #0650 000 Kerje Pelosan o
Rumbia
Total 3.534.691.000 2.993.929.000 3.033.459.000 9.562.079.000
Renstra Devas Tronsnngrast dan Tenaza Rerra Kobonten Bombana 2017-2022 | 61
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KETRANSMIGRASIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil
dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang
baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih
baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya indikator
kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat
merencanakan Kkinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah
mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat
membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah
mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah
rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat
merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan
menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan
secara objektif keberhasilannya. Beberapa syarat dalam menentukan indikator
kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan
kesalahan interpretasi.

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang
sama.

3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif
yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan
masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.

5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan

hasil pelaksanaan kegiatan

Revstr 17 nos Teanson ras: dan Tenaga Kerli Wabuaren Hombara 2017 202 7] 62




6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang

tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah)” tahun 2017-2022. Misi
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

1.

Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan
untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi
wilayah.

Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan
kondist pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada
masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi,
profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi
jabatan.

Melanjutkan  Pembangunan  Ekonomi; dimaksudkan  untuk
menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang
dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung
pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan
perikanan /kelautan sebagai andalan utama.

Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa,
kualitas intelektual serta kesehatan jasmant dan rohani melalui
peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;
dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen
dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan
budaya lokal.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja dari visi dan misi Bupati Bombana diatas dapat dirumuskan

indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
pada tabel 7
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Tabel 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu

Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi
Kinerja
Pada
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Periode
RPJMD
No. Indikator Kondisi
Kinerja
Tahun- Tahun- Tahun- pada
Tahun O 1 Tahun-2 3 Tahun-4 5 akhir
periode
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hasil Evaluasi
SAKIP Dinas
Transmigrasi
1 dan Tenaga CcC BB BB BB A A A
Kerja oleh
Inspektorat
Daerah
Persentase
2 Angka
g 45,69% | 45,69% 41% 38% 34% 30% 30%
Setengah
Penganggguran
Persentase
3 Pekerja Rentan
Yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mendapatkan
Perlindungan

sags Travsmitgross dan Tonaga Ko

i abhnaten Boenbno

S R
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Tabel 7.1
Data Capaian Indikator Kinerja Kunci

- CIDANG CAPAIAN REALISASI
URUSAN/INDIKATOR 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
) 2 3 4 5 6 | 7 | 8

Layanan Urusan Wajib on Dasar

1. Tenaga Kerja

Angka sengketa pengusaha-

1.1 pekerja per tahun 0 0 0
Besaran kasus yang

1.2 | diselesaikan dengan Perjanjian 0 0 0
Bersama (PB)

1.3 Besaran pencari kerja yang 29 170 793

) terdaftar yang ditempatkan orang | orang | orang

1.4 | Keselamatan dan perlindungan 0] 0 0
Besa.rax? pekerja/buruh yang 6.000 | 6.000

1.5 | menjadi peserta program 0] ekeria | pekeria
Jamsostek pexerja | pexel)
Perselisihan buruh dan

1.6 | pengusaha terhadap kebijakan 0 1kali | 3 Kali
pemerintah daerah
Besaran Pemeriksaan

1.7 Perusahaan 0 0 0
Besaran Pengujian Peralatan

1.8 di Perusahaan 0 0 0
Besaran tenaga kerja yang 48 20 10

1.9 | mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi Orang | Orang | Orang

Besaran tenaga kerja yang
1.10 | mendapatkan pelatihan 0 0 0
berbasis masyarakat

Besaran tenaga kerja yang
1.11 | mendapatkan pelatihan
kewirausahaan

120 120 120
orang | orang | orang

1.12 | Rasio lulusan S1/S2/S3 13,79% | 43,53% | 44,14%

Layanan Urusan Pilihan

7 Transmigrasi
-1 Persentase transmigran 0 0 0
swakarsa
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BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen dinamis yang dapat dijadikan acuan
pelaksanaan fungsi dan tugas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
pada tahun 2017-2022 yang di dalamnya mengandung visi, misi tujuan, sasaran,
kebijakan, dan program.

Rencana strategis sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan
profesionalisme aparatur, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil di
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.

Rencana strategis dibuat sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas.

BUPATI BOMBANA f
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